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PERANAN PENGA WASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGA WAI PEMERINT AH KABUPATEN 

MAMUJU 

Muhammad Irsyan Mukhtar 
(irsyan1980@gmail.com) 

Program Pascasarjana Universitas Terbuka 

ABSTRACT 

Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah 
Kabupaten Mamuju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Satuan 
Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Disiplin Kerja Pegawai Pemerintah di 
Kabupaten Mamuju .Metode penelitian adalah survey, data yang didapatkan di 
lapangan dianalisis secara deskriptip dan didukung oleh data kuantitatif, 
menggunakan pengukuran skala interval .Tipe skala pengukuran yang digunakan 
adalah tipe skala Likert. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi Satuan Polisi 
Pamong Praja dalam pelaksanaan pengawasan preventif pada disiplin penggunaan 
jam kerja oleh Pegawai Negeri · Sipil di Kabupaten Mamuju, berjalan baik, 
terutama dilihat pada tingkat disiplin kerja pegawai itu sendiri dalam 
menggunakan jam kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasar 
keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2015. Terdapat usaha yang cukup signifikan 
dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Pegawai Negeri Sipil untuk 
mentaati jam kerja sebagai mana mestinya, seperti memberikan bantuan kepada 
Pegawai Negeri Sipil, yang kesulitan mencapai tempat kerjanya, karena masalah 
angkutan, dengan mengantar sampai ke kantomya. Dan yang lebih penting 
adalah melakukan penyebar luasan informasi mengenai ketentuan-ketentuan 
penggunaan jam kerja kepada seluruh pegawai yang ada, serta memberikan 
peringatan-peringatan kepada pegawai tentangjam kerja kantor. 

Tindakan pengawasan refresif oleh Satpol PP mengenai jam kerja, 
dilakukan setiap saat dalam arti bahwa Satpol PP memiliki program keija secara 
rutin dalam mengawasi ketentuan penggunaan jam kerja tersebut, berbagai 
tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai dalam penggunaan jam 
kerja tersebut diantaranya; melakukan pemantauan pada tempat-tempat umurn 
pada jam kerja. Bila terdapat kasus-kasus dilaporkan kepada Sekretaris Daerah 
melalui Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk memberikan tindak 
Janjut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, membuat apresiasi pegawai pada 
sanksi disiplin penggunaan jam keija sangat baik. 

Kata Kunci : Jmplementasi, Pengawasan, Disiplin 
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THE EFFECT OF PAMONG PRAJA MONITORING FUNCTION TO 
WORK DISCIPLINE OF GOVERMENT WORKES OF MAMUJU 

REGENCCY 

Muhammad Irsyan Mukhtar 
(irsyan1980@gmail.com) 

Graduate Studies Program Indonesia Open University 

ABSTRACT 

Implementation of Discipline Policy of Civil Servants in the Government of 
Mamuju Regency. This research aims to analyze the role of Civil Service Police 
Unit(Satpol PP) in enforcing the discipline of civil servants in Mamuju Regency. 
Using quantitative approach, data collection is done through survey. Data is 
analyzed descriptively and using interval scale measurement (Likert scale). 

Result shows that in implementing the preventive supervision towards 
working-hours of employee, Civil Service Police Unit plays their role and 
function very good. The working-hours is regulated by Regent Regulation No. 10 
of 2016. Civil Service Police Unit also shows significant efforts in assisting civil 
servants to obey the working-hours regulation, for example, taking the civil 
servants go to office if the civil servants find difficulties in transportation. In 
addition, Civil Service Police Unit constantly disseminate the working-hours 
regulation as well as give warning. 

Repressive supervision on working-hours is done by Civil Service Police 
Unit routinely all the time. The supervision covers observation in public places 
during working-hours. If violation act against the working-hours regulation is 
found, Civil Service Police Unit will report to Regional Secretary through the 
Head of Regional Employment Agency to follow-up based on procedure. Result 
shows that the presence of Civil Service Police Unit is highly appreciated by the 
civil servants and make civil servants have good work performance. 

Keywords: Implementation, Supervision, Discipline 
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:: I 
BABIV 

,' 
'I 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

' ' 
'' I 

'' ' 
I A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
i ,' I 

1. Gambaran Umum Kabupaten Mamuju 

Kabupaten Mamuju terletak: di Bagian Barat Pulau Sulawesi, dan 

merupak:an Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan Provinsi termuda 

Indonesia yang dibentuk pada Tanggal 5 Oktober 2004. Kabupaten Mamuju 

berada pada perlintangan Selat Mak:assar, yakni 138' 110' -2,54" berlintang, 11 

54' 47"-13,5' 35" Bujur Timur. Dengan batas-batas administrasi pemerintahan 

sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara 

b. Disebelah Timur : Kabupaten Luwu Utara (Pro. Sul-Sel) 

c. Disebelah Selatan : Kabupaten Maje'ne, Kabupate Mamasa dan 

Kabupaten Tanatoraja 

d. Disebelah Barat : Selat Mak:assar (Prov. Kaltim) 

Luas wilayah Kabupaten Mamuju adalah 801.406 Km2 dan secara 

administrasi pemerintahan Kabupaten Mamuju terbagi atas 15 Kecamatan yang 

terdiri dari 96 Desa /Kelurahan, 8 Kecamatan serta 2 unit pemukiman transmigrasi 

(UPT) dengan jumlah penduduk 277.294 jiwa, sebagian besar penduduk 

Kabupaten Mamuju sebagai daerah agaris dengan hasil utamanya dari sekitar 

perkebunan, kehutanan dan perkebunan. 
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Di Kabupaten Mamuju saat ini terdapat sekitar 2.897 yang tersebar 

pada 27 unit ke:rja pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 15 Dinas, 7 Badan 

dan 2 Kantor, dan 3 Sekretariat. 

a. Dinas, yang terdiri dari 

1) Dinas Peke:rjaan Umum 

2) Dinas Kebersihan dan Tata Ruang 

3) Dinas Kesehatan 

4) Dinas Perikanan dan kelautan 

5) Dinas Pertanian dan Petemakan 

6) Dinas Perhubungan 

7) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 

8) Dinas Sosial, Tenaga Ke:rja dan Transmigrasi 

9) Dinas Pertambangan, Energi dan Perindustrian 

10) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

11) DinasPPKD 

12) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

. 13) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pertanahan 

14) Dinas Kominfo Pelayanan, Perizinan dan Sistap 

15) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

16) Badan, yang terdiri dari 

17) Badan Inspektorat Kabupaten 

18) Bappedalda 
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19) Bappeda 

20) Badan Kesbang, Politik dan Linmas 

21) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan. 

22) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan 

Perempuan dan KB. 

23) Kantor yang terdiri dari 

24) Kantor Perpustakan Umum, Arsip dan Dokumentasi Daerah 

25) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

26) Sekretariat terdiri dari: 

27) Sekretariat Daerah 

28) Sekretariat DPRD 

29) Sekretariat KPU 

Pendayagunaan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan 

aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu 

melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan 

sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada 

masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini kemampuan aparatur 

pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan 

pembangunan perlu ditingkatkan. 

Fungsi pengawasan dalam pendayagunaan birokrasi pemerintahan adalah 

merupakan bagian penting dari manajemen dan administrasi pemerintahan itu 

sendiri, guna menjamin kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas dari 

orang-orang yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini menjamin kedisiplinan kerja 

mereka agar dapat beijalan sesuai dengan rencana dan struktur organisasi yang 
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ada. Oleh sebab itu fungsi pengawasan intern dalam konteks manaJemen 

kepegawaian di Indonesia, dimasukkan sebagai fungsi pengendalian terhadap 

penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, proses keija dan hasil kerja itu 

sendiri. 

Upaya peningkatan disiplin kerja pegawai di lingkungan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Mamuju adalah dilakukan melalui peningkatan pemahaman 

dan komitmen pegawai negeri sipil terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. 

Di samping itu juga diterapkan fungsi pengawasan yang dimaksudkan agar 

seluruh prosedur dan mekanisme kerja yang ada dapat beijalan sesuai dengan 

ketentuan program keija yang berlaku, baik yang bersifat umum, maupun yang 

ditetapkan secara khusus oleh instansi yang bersangkutan, apalagi dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

di mana cukup banyak kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, 

termasuk di dalamnya pembinaan sumber daya manusianya, sehingga wajar saja 

hila berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas aparatur 

pemerintah daerah juga menjadi perhatian, seperti peraturan mengenai waktu 

keija, struktur organisasi dan uraian tugasnya yang biasanya ditetapkan dengan 

Peraturan daerah. 

Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Umumnya, maka peraturan 

disiplin keija pegawai negeri sipil dalam lingkungan keijanya tidak jauh berbeda 

dengan peraturan disiplin pegawai negeri sipil pada umumnya. Dari penelitian 

yang dilakukan menunjukkan bahwa di Jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Mamuju memiliki waktu keija sebanyak enam hari keija seminggu (Berdasarkan 
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Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 20 15) yaitu mulai hari Senin sampai dengan 

hari sabtu yang dirinci sebagai berikut : 

a) Hari senin s/d hari Kamis, Jam kerja dimulai pukul 7.30 s/d 15.30 Wita, 

waktu istirahat pukul12.00 s/d 13.00. 

b) Pada hari Jumat,jam kerja dimulai padajam 7.00 s/d 15.00 Wita, waktu 

istirahat pukul 11.00 s/d 13.00. 

c) Pada hari Sabtu, Jam kerja dimulai 7.30 s/d 15.30 Wita, waktu istirahat 

12.00 s/d 13.00. 

Pengawasan terhadap penggunaan jam kerja oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja pada dasarnya merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan secara 

internal oleh pemerintah daerah secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur 

pegawainya, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, 

hal ini berkaitan dengan fungsi Satpol PP yang merupakan bagian terintegrasi dari 

upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kabupaten 

Mamuju. 

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP, terutama dalam 

mengamankan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penggunaan Jam 

Kerja secara konsisten oleh pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Mamuju. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu kewenangan pemerintahan daerah 

adalah melakukan pembinaan kepegawaian daerah, termasuk di dalamnya 

membangun sikap mental sumber daya aparatur dalam pelaksanaan disiplin kerja 

pegawa1. 
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Keberadaan Satpol PP sebagai bagian dari penegakk:an disiplin kerja di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, tidak dimaksudkan untuk 

memata-matai pegawai negeri sipil, kemudian mencari kesalahan semata, akan 

tetapi lebih dimaksudkan agar pegawai negeri sipil mendapat mitra yang 

seimbang agar mereka dapat menyadari bahwa eksistensi dirinya selaku pegawai 

negeri sipil terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oleh sebab itu 

agar pelayanan dapat dimaksimalkan, maka tidak ada pilihan lain kecuali tertib 

dan disiplin terhadap penggunaan jam kerja secara konsisten dan tepat 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015. 

Pada dasarnya bahwa berbagai kegiatan preventif yang dilakukan 

pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan tindakan-tindakan 

indispliner pegawainya, salah satunya adalah dengan melalui apel setiap pagi serta 

absensi kerja baik pada jam masuk maupun jam keluar Kegiatan apel pagi 

merupakan suatu langkah yang dimaksudkan untuk memonitoring para pegawai 

agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu 

dapat dikatakan bahwa usaha-usaha untuk memantapkan peningkatan disiplin 

kerja pegawai, maka fungsi pengawasan yang dilak'Ukan terutama m:elalui usaha­

usaha preventif (apel pagi dan absensi) serta pengawasan oleh setiap atasan 

langsungjelas merupakan langkah strategis dalam menghindari ketidak disiplinan 

kerja pegawai itu sendiri. 

Pelaksanaan pengawasan secara preventif yang dimaksudkan untuk 

mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam 

pelaksanaan pekerjaan, maka dapat dilihat bahwa pada umumnya responden 
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merasakan bahwa tindakan pengawasan preventif dilakukan dengan intensif, di 

mana seluruh pelaksnaaan kegiatan yang usaha organisasi di Jajaran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Mamuju sejauh mungkin didahului dengan penetapan prosedur 

dan mekanisme kerja yang memadai. Bahkan seluruh prosedur kerja yang ada 

dinyatakan secara jelas dan tertulis yang menggambarkan arus jalannya pekerjaan 

secara bertahap dan sistematis, agar mudah dilaksanakan dan diawasi. Di 

samping itu seluruh mekanisme dan prosedur kerja yang ada selalu 

dikomunikasikan secara sistematis kepada semua personil, agar dalam 

pelaksanaan pekerjaan rutin berlangsung secara mekanis dan lancar. Di samping 

itu, setiap personil akan memperoleh gambaran mengenai batas-batas mekanisme 

kerja yang harus diwujudkannya dan yang tidak boleh dilampauinya. Demikian 

pula halnya seluruh prosedur kerja senantiasa selalu singkron dengan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi yang lebih tinggi, bahkan pnns1p 

koordinatif diantara semua unit kerja dalam organisasi senantiasa diusahakan 

berjalan secara baik. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan 

pengawasan yang sifatnya preventif, memang menjadi salah satu upaya untuk 

mencapai hasil kerja yang memadai dalam lingkup tugas Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Mamuju, terutama yang berkaitan dengan aspek disiplin kerja pegawai 

itu dalam penggunaanjam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

Tentang disiplin kerja pegawai di lingkungan tugas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju, maim dilakukan wawancara dengan Sekretaris wilayah 

Daerah Kabupaten Mamuju yang hasilnya diperoleh sebagai berikut : 
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"Pada umumnya pegawai negeri sipil yang ada di lingkup tugas 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki disiplin kelja yang cukup 
tinggi, terutama dilihat dari segi penggunaan jam kelja. Hal ini di samping 
karena faktor pengawasan yang dilakukan, juga karena kesadaran para 
pegawai akan tugas dan tanggungjawabnya selaku aparatur daerah dan 
aparatur Negara" (Hasil Wawancara, 18 Januari 2018). 

Adanya tingkat kedisiplinan yang cukup memadai dari pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya, juga merupakan akumulasi dari usaha-usaha 

menanamkan disiplin kepada pegawai dengan terus melakukan pencerahan pada 

peningkatan kuali:fikasi kepribadian yang mencerminkan pada : 

a. Taqwa kepada Tuhan Maha Esa, yang mampu melaksanakan perintah-

perintah-Nya, karena yakin akan adanya balasan pahala dan dosa. 

b. Kepatuhan dinamis, yang mewajibkan setiap aparatur negara memahami 

dan menjalankan kebijakan nasional dan kebijakan umum pemerintah. 

c. Kesadaran perlunya kepatuhan dan ketaatan dengan menampilkan satunya 

antara hati dan perbuatan, agar tercipta kehidupan yang tertib yang tidak 

dipaksakan dan tidak didasarkan atas tekanan sesuatu kekuatan 

/k:ekuasaan. 

d. Kepatuhan yang rasional, berupa ketaatan yang dilakukan atas basil proses 

berpikir tentang manfaatnya, terutama dalam menghadapi kehidupan yang 

akan diwarnai oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan sosial yang dinamis. 

e. Sikap mental, berupa kepatuhan dan ketaatan dengan berpihak pada setiap 

perilaku atau perbuatan baik, yang dilakukan oleh setiap warga negara 

secara perseorangan atau oleh aparatur negara, sebagai pencerminan dari 
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sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bemegara. 

f. Keteladanan, baik sebagai pejabat ptmpman /atasan maupun bukan 

sehingga selalu menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakat, antara 

lain dalam mewujudkan disiplin kedinasan dan dalam kehidupan sehari-

hari. 

g. Keberanian dan kejujuran, yang diwujudkan dalam sikap tegas, lugas dan 

konsekuen dalam menerapkan peraturan dan menjatuhkan sanksi. 

Kedisiplin pegawai ini juga dinyatakan oleh Samrah, salah seorang 

pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang 

menyatakan sebagai berikut : 

"Sebagai PNS saya bekerja setiap hari mengikuti · aturan jam kerja yang 
telah ditentukan, baik untuk jam masuk kantor maupun jam pulang kantor. 
Ini sebagai bentuk ketaatan saya terhadap peraturan yang mengatur disiplin 
pegawai secara umum". (Hasil Wawancara, Mamuju 19 Januari 2018). 

Pemyataan di atas menunjukkan bahwa pegawai di lingkungan Kantor 

Bupati Mamuju memahami tentang aturan penegakan disiplin dan juga 

melaksanakannya secara maksimal. Ini sejalan dengan penilaian yang 

dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju seperti telah 

dikemukakan di atas. 

Meskipun ada tingkat kesadaran aparatur yang cukup memadai dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, namun perlu disadari pula bahwa prilaku dan 

karakter manusia, kadang-kadang dapat dengan mudah berubah, dan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi dan kesempatan yang ada di depan matanya, misalnya 

mungkin tidak ada niat untuk bolos kerja atau menyalahgunakan keuangan negara 
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namun karena melihat ada kesempatan dan peluang yang terbuka, maka hal itupun 

dapat saja dilakukan. Di samping itu juga ada sebagian pegawai memerlukan 

pengawasan dan pengendalian dengan ketat, terutama pada pegawai dengan 

motivasi dan moril keija yang rendah. 

Hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan organisasi, 

menunjukkan esensi kepentingan yang saling menjawab, dalam arti individu tidak 

mungkin mencapai tujuannya tanpa melalui organisasi dan sebaliknya organisasi 

tidak akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan jika keija sama 

sekelompok orang sebagai anggota organisasi tidak dapat diorganisir dengan baik. 

Dalam konteks tersebut, maka pengelolan sumber daya manusia diperlukan 

falsafah yang mengakui pentingnya nilai pegawai atau Pegawai sebagai individu, 

dimana salah satu keberhasilan organisasi sangat tergantung pada perilaku 

individu. 

Perubahan yang te:Ijadi dalam tubuh organisasi pada prinsipnya merupakan 

perubahan lingkungan keija, atau teijadinya dinamisasi pada lingkungan kerja. 

Perubahan lingkungan yang demikian cepat mendorong terjadinya pergeseran 

pola kehidupan manusia yang bersifat tradisional kearah kehidupan yang lebih 

modem. Kecenderungan ini mengarahkan kehidupan seseorang dari yang 

sederhana menjadi sangat kompleks baik di dalam kehidupan bermasyarakat 

maupun di dalam kehidupan organisasi. Perubahan tersebut diikuti oleh semakin 

meningkatnya tuntutan kebutuhan dan keinginan serta harapan manusia yang 

semakin kompleks, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Manusia sebagai mahluk individu sekaligus sebagai mahluk sosial yang 

secara alami mempunyai banyak keterbatasan-keterbatasan, baik dalam 
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kemampuan fisik, psikis, dan waktu. Sementara aktivitas yang dilakukan semakin 

meningkat, sehingga mau tidak mau mendorong manusia melakukan kerjasama 

dengan orang lain. Oleh sebab hila seorang pegawai berada pada tempat yang 

tepat sesuai dengan harapan-harapannya, maka itu akan dapat memberikan 

kepuasan kerja. Seperti halnya pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Mamuju, aspek kesesuaian tempat kerja dengan kondisi yang 

diharapkan, dalam arti mereka pada tern pat tepat tentu akan jauh dari kegelisahan, 

stress dan lain-lain sebagainya sehingga memungkinkan melaksanakan tugasnya 

dengan baik, menggunakan waktu kerja yang tersedia dengan sebaik-baiknya. 

Dalam penelitian ini mengenai peranan Satpol PP dalam memberikan 

pengawasan preventif terhadap disiplin kerja pegwai di jajaran Pemeintah Daerah 

Kabupaten Mamuju, maka disoroti dalam dua hal yang merupakan indikator 

utama dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Pengawasan Disiplin Terhadap Penggunaan Jam Kerja 

Basil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan waktu kerja pegawai 

merupakan hal yang esensial yang menjadi ukuran dalam menilai kedisiplinan 

kerja pegawai. Sebab ketersediaan waktu kerja yang memadai oleh pegawai, maka 

memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harapan dan 

keinginan organisasi. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa waktu kerja pegawai di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju adalah enam hari kerja yaitu senin sampai 

dengan Jumat, mulai jam 7.30 s/d 15.30. Dalam arti bahwa rata-rata pegawai 

dapat memanfaatkan jam kerja sebanyak 8 jam perhari, hanya saja bahwa 

masalahnya penggunaan jam kerja pegawai umumnya efektif lima jam keija, 
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bahkan untuk pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional di 

Kantor, mereka hanya rata-rata memiliki waktu kerja efektif 4 jam. 

Satuan Polisi Pamong Praja; dalam melakukan pengawasan penggunaan 

jam keija ini, tentu lebih banyak dilakukan di luar kantor itu sendiri, terutama 

kepada pegawai negeri sipil yang ~erkeliru_:an pada jam-jam keija kantor yang 

tidak jelas alasannya. 

Tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja, pada dasamya dilakukan dengan cara memberikan bantuan dan peringatan 

kepada pegawai yang masih berada di jalan raya pada saat jam kerja kantor 

dimulai sebagaimana diatur oleh Keputusan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 2 

Tahun 2008, tentang penggunaan jam keija di Kabupaten Mamuju. 

Dari penelitian yang dilakukan maka terdapat usaha-usaha yang cukup 

signifikan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu pegawai negeri sipil 

untuk mentaati jam kerjanya sebagaimana mestinya, seperti memberikan 

memberikan bantuan kepada pegawai negeri sipil, yang kelihatan kesulitan dalam 

mencapai tempat keijanya, karena masalah ·angkutan, misalnya dengan mengantar 

sampai ke kantomya. Dan yang lebih penting adalah melakukan penyebarluasan 

informasi mengenai ketentuan-ketentuan penggunaan jam kerja kepada seluruh 

pegawai yang ada, serta memberikan peringatan-peringatan kepada pegawai 

tentangjam keija kantor. 

Upaya-upaya preventif yang lain dilakukan Satpol PP terhadap 

penegakkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015, tentang penggunaan jam 

keija, adalah melakukan patroli pada jam-jam keija, yang tujuannya untuk 

mempengaruhi secara psikologis kepada pegawai akan adanya pengawasan yang 

I 
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dilakukan oleh pemerintah daerah mengenai disiplin keija aparaturnya. Bahkan 

pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 

melalui Sekretaris Wilayah Daerah, telah disampaikan mengenai tugas Satpol PP 

dalam hal penegakkan disiplin kerja pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah 

daerah Kabupaten Mamuju. 

Tentang penelitian mengenai disiplin penggunaan waktu kerja pegawai, 

maka dilakukan terhadap beberapa indikator, diantaranya: 

a. Disiplin jam masuk Kantor 

Untuk jam masuk kantor, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Mamuju umumnya dan lingkungan Sekretariat Daerah dan JaJarannya 

menerapkan apel pagi, tepatnya pada jam 7.30. Pada setiap apel pagi, maka 

dilakukan absensi terhadap pegawai. Dari penelitian yang dilakukan 

memberikan gambaran bahwa meskipun ketentuan mengenai jam kerja telah 

diberlakukan dengan ketat melalui pengawasan oleh masing-masing instansi 

bersangkutan, namun masih terlihat adanya pegawai pada jam-jam keija 

masih berada di jalan raya menuju kantor, dalam arti bahwa masih ada 

sebagian pegawai yang tidak tepat waktu memasuki kantor sesuai jam yang 

ditentukan. 

Kota Mamuju yang relatif tidak terlalu luas dengan prasarana jalan 

yang cukup memadai, serta belum banyak kemacetan, maka tidak ada alasan 

sebenamya untuk terlambat masuk kantor sesuai waktu yang ditentukan, oleh 

sebab itu peranan pengawasan terhadap penggunaan jam keija semestinya 

dilakukan secara optimal, dengan memberikan himbauan dan penyuluhan 

melalui peningkatan prilaku dan kultur kerja yang berorientasi pada integritas 

I I 
! 
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dan komitmen yang tinggi sebagaimana dengan konsensus-konsensus awal 

saat mereka memohon menjadi pegawai negeri sipil. 

Hasil wawancara dengan Kepala Badan kepegawaian Kabupaten 

Mamuju, tentang upaya pembinaan bagi pegawai negeri sipil dalam 

penggunaanjam ke:rja secara optimal, maka dijelaskan sebagai berikut: 

"Saat ini di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju telah 
diterapkan imbalan bayaran prestasi berupa Dang Tambahan Penghasilan 
(UTP) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015. UTP ini 
dikaitkan dengan kemampuan pegawai untuk menggunakan jam kerja 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana UTP dihitung 
berdasarkan kehadiran pegawai. Jadi pegawai yang terlambat atau terlalu 
cepat pulang, maka pada hari itu langsung dikurangi UTPnya, sehingga 
akumulasi penerimaan UTP bagi pegawai akan dihitung berdasarkan 
indikasi kehadirannya. Dasar pemberian UTP ini juga dijadikan acuan 
menilai kepatuhan pegawai menggunakan jam ke:rja di lingkugan 
kerjanya masing-masing" (Hasil Wawancara, Mamuju, 22 Januari 2018). 

Dengan demikian pemberian Dang Tambahan Penghasilan adalah bentuk 

penghargaan Pemerintah Daerah kepada segenap jajaran Pegawai Negeri 

Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang pelaksanaannya 

menggunakan indikator tingkat disiplin aparat di setiap Satuan Ke:rja 

Perangkat Daerah secara totalitas. Dengan asumsi dasar bahwa apabila 

disiplin aparat dapat be:rjalan dengan baik, maka akan te:rjadi penambahan 

kine:rja pemerintah daerah, sehingga besarnya tambahan uang penghasilan 

yang diberikan . akan berbanding dengan penambahan kine:rja organisasi. 

Sedangkan apabila pegawai tidak melaksanakan tugas tentu tidak ada 

penambahan kine:rja pada hari itu atau sama dengan 0 (nol) sehingga harus 

dikurangi UTP yang diberikan. 

Berdasarkan keterangan di atas, membuktikan bahwa perhatian dan 

penekanan pada penggunaan jam ke:rja berdasar Keputusan Bupati Nomor 2 
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Tahun 2008, jelas dimaksudkan untuk memberikan rangsangan kepada 

pegawai untuk disiplin dalam bekerja. 

b. Disiplin pada Ketentuan Jam Pulang 

Masih adanya pegawai yang meninggalkan jam kantor sebelum 

waktunya, merupakan fenomena terhadap adanya pegawai yang belum 

mentaati penggunaan jam kerja secara menyeluruh. Harus diakui bahwa 

masih terdapatnya pegawai yang tidak memiliki intensitas kerja yang tinggi, 

karena job-job yang kurang jelas, tentu dapat membuat pegawai untuk 

berpikir segera meninggalkan kantor meskipun belum waktu yang ditentukan. 

Dari observasi yang dilakukan di beberapa SKPD di Kabupaten 

Mamuju, maka padajam-jam tertentu, terutama setelahjam 13.00 atau setelah 

jam istirahat, kelihatan banyak pegawai yang mengantuk dan bahk:an hanya 

mengobrol-ngobrol dengan teman-temannya atau bahkan ada yang sedang 

main game di kantomya. Fenomena ini menggambarkan bahwa optimalisasi 

penggunaan jam kerja yang diukur dari frekuensi beban pekerjaan memang 

masih relatif rendah, dalam arti bahwa masih terdapat pegawai yang belum 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan beban waktu yang disediakan. 

Meskipun demikian dilain sisi juga ada pegawai yang justru memang 

kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya .. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan sumber daya aparatur 

adalah faktor penting dalam rangka mencapai suatu mekanisme kerja yang 

efisien dan efektif, sebab aparatur merupakan subyek dalam setiap aktifitas 

pemerintahan. Aparaturlah yang merupakan pelaku penggerak proses 

mekanisme dalam sistem pemerintahan, oleh sebab itu agar mekanisme 
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pemerintah tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesua1 dengan 

yang diharapkan maka aparatur selaku subyek atau pelaku hams memiliki 

kemampuan yang relevan dengan kebutuhan tugas-tugasnya. 

Meskipun ada tingkat kesadaran aparatur yang cukup memadai dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, namun perlu disadari pula bahwa prilaku dan 

karakter manusia, kadang-kadang dapat dengan mudah berubah, dan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi dan kesempatan yang ada di depan matanya, 

misalnya mungkin tidak ada niat untuk bolos kerja namun karena melihat ada 

kesempatan dan peluang yang terbuka, maka hal itupun dapat saja dilakukan. 

Untuk dapat melihat perkembangan disiplin pegawai di lingkungan 

Kantor Bupati Mamuju, dipandang penting melihat persepsi mereka sebelum 

upaya-upaya penegakan disiplin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja. Ini kemudian akan dibandingkan dengan persepsi mereka setelah 

upaya-upaya penegakan disiplin oleh Satuan Polisi Pamong Praja intensif 

dilakukan. 

Tentang persepsi disiplin kerja pegawa1 sebelum upaya penegakan 

disiplin diintensifkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada 

penjelasan berikut ini. 
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Tabell 
Persepsi Responden Tentang Disiplin Pegawai 

Sebelum Upaya-Upaya Penegakan Disiplin oleh Satpol PP Kab. Mamuju 

Pilihan Skor 
No Uraian 

Jawaban 
Bobot F f(%) (BobotX 

F) 

A 5 29 35,37 145 
B 4 34 41,46 136 

Penggunaan jam masuk kant or c 3 11 13,41 33 
1 pegawai negeri sipil di Kabupaten 

Mamuju D 2 8 9,76 16 
E I 0 0,00 0 

82 100,00 330 
A 5 28 34,15 140 
B 4 33 40,24 132 

Selalu dijumpai adanya pegawai c 3 17 20,73 51 
2 berkeliaran di jalan atau tempat umum 

pada jam kerja D 2 4 4,88 8 
E 1 0 0,00 0 

82 100,00 331 
A 5 19 23,17 95 
B 4 36 43,90 144 

Ada indikasi penggunaan jam kerja c 3 15 18,29 45 
3 yang kurang efisien dari pegawai 

D 2 negeri sipil 12 14,63 24 
E 1 0 0,00 0 

82 100,00 308 
A 5 18 21,95 90 
B 4 41 50,00 164 

Penggunaan jam kerja pulang sesuai c 3 18 21,95 54 
4 

dengan ketentuan yang berlaku. D 2 5 6,10 10 
E 1 0 0,00 0 

82 100,00 318 
A 5 21 25,61 105 

Anda pernah menjumpai SKPD B 4 35 42,68 140 

tertentu yang sebagian pegawainya c 3 19 23,17 57 
5 

sudah meninggalkan kantor sebelum D 2 7 8,54 14 
waktunya. E 1 0 0,00 0 

82 100,00 316 
A 5 25 30,49 125 

Anda pernah menjumpai pegawai B 4 37 45,12 148 

yang menutup identitasnya karena c 3 14 17,07 42 
6 

meninggalkan kantor sebelum D 2 5 6,10 10 
waktunya. E I 1 1,22 1 

82 100,00 326 

Jumlah 1929 

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner, 2017 
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Dari tabel tersebut jumlah skor total jawaban responden sebesar 1929, 

untuk nilai tertinggi diberi skor 5, jika untuk nilai terendah diberi skor 1, maka: 

Nilai indeks minimum: 1 X 6 X 82 = 492 

Nilai indeks maksimum : 5 X 6 X 82 = 2460 

Range : 2460- 492 = 1968 

Dari keterangan data tersebut dapat diketahui bahwa penilaian responden 

terhadap disiplin keija pegawai dalam penggunaan jam kerja di Kabupaten 

Mamuju sebesar 1929/2460 X 100 = 78,41 %. Ini berarti bahwa pegawai negeri 

sipil yang ada di Kabupaten Mamuju, khususnya pada jajaran birokrasi 

pemerintahan, secara menyeluruh nilai presentase penilaiannya adalah mencapai 

78,41%. Dengan demikian menurut responden disiplin terhadap penggunaan jam 

keija adalah berada pada kategori disiplin, dalam arti bahwa pada umumnya 

pegawai yang ada dapat memahami prosedur keija yang telah ditetapkan. 

Tingkat kedisiplinan pegawai yang meningkat dalam menjalankan 

peraturan perundang-undangan juga dinyatakan oleh Jumadi, salah seorang staf 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju yang menyatakan bahwa : 

"Dengan intensifuya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan 
disiplin pegawai, kami para pegawai justru lebih berhati-hati dalam hal 
kedisiplinan ini. Kehati-hatian tersebut kami lakukan terhadap jam masuk kantor, 
jam pulang kantor, dan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dengan melibatkan pegawai lintas SKPD". (Hasil Wawancara, Mamuju, 23 
Januari 2018). 

Keterangan tersebut di atas semakin menegaskan bahwa tingkat kedisiplin 

pegawai di lingkungan Kantor Bupati Mamuju mengalami peningkatan sebagai 

dampak dari intensifnya pelaksanaan kebijakan disiplin pegawai yang dilakukan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju. 
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Pada dasamya komitmen sebagai aparatur pemerintah, tentu saja hams 

dibangun dengan sungguh-sungguh dalam mendukung tujuan-tujuan 

pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya pegawai bersikap 

apriori terhadap kebijakan-kebijakan organisasinya, dalam arti mengikuti apa 

yang diperintahkan atau apa yang diinginkan oleh job diskripsinya, serta secara 

optimal dijalankan dengan memadai. 

Aktualsasi diri atau disebut juga sebagai pengakuan atas kemampuan yang 

dimiliki, di mana seorang pegawai dalam perkembangan kariemya, karena 

ditopang oleh pendidikan dan latihan memadai serta pengalaman kerja membuat 

mereka menjadi sangat terlatih, cerdas dan bahkan memiliki sejwnlah materi dan 

pergaulan yang luas, oleh sebab itu sebagai implementasi mereka selalu 

menginginkan adanya pengembangan tanggungjawab yang luas dan mereka 

bersedia melakukan dan mengatasi tantangan kerja yang lebih rumit dan 

mengharapkan adanya pengakuan dari lingkungan kerjanya. 

Cukup disiplinnya pegawai dalam menjalankan tugasnya pada dasamya 

juga berkaitan dengan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan pemerintah, 

terutama oleh Pembina Kepegawaian di Daerah itu sendiri, melalui kebijakan-

kebijakan, seperti halnya dengan keberadaan Satpol PP sebagai perangkat 

pemerintah daerah yang diberi kewenangan dalam menegakkan Peraturan Daerah 

dan keputusan-keputusan Bupati mengena1 efisiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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C. Dampak Kebijakan Penegakkan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai. 

Para pegawai yang dianggap melakukan pelanggaran atau tidak 

melaksanakan tugas berdasarkan prosedur dan mekanisme keija yang berlaku, 

maka tersedia tindakan refresif sanksi administratif dan tindakan hukum pidana 

atau perdata. 

Meskipun demikian sehubungan dengan peranan penegakkan disiplin yang 

diwujudkan dalam tugas-tugas Inspektorat Daerah dan Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja yang diberi kewenangan tugas dalam penegakkan disilin 

penggunaan jam keija pegawai di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten 

Mamuju, maka tindakan-tindakan refresif yang dilakukan adalah lebih berkaitan 

tindakan-tindakan pelaporan, dalam arti bahwa temuan-temuan pada pelanggaran 

penggunaan jam keija pegawai belum bisa dilakukan eksekusi, dalam arti belum 

ada aturan mengenai tindakan-tindakan yang langsung dapat dilakukan oleh 

Inspektorat Daerah dan Satpol PP terhadap pegawai negeri sipil itu sendiri. 

Apalagi bahwa antara Satpol PP dengan pegawai negeri sipil yang ada adalah 

merupakan bagian yang terintegrasi yang bekeija pada satu sistem yang sama 

dalam arti belum kewenangan yang jelas mengenai kedudukan Satpol PP dalam 

penegakkan disiplin keija pegawai. 

Kewenangan Satpol PP hanya lebih ditujukan kepada perlindungan dan 

pengamanan kebijakan pemerintahan daerah itu sendiri. Pasal 1 PP Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Tugas Polisi Pamong Praja, dijelaskan 

bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam 

memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta 
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menegakkan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

D. Pembahasan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini personil Satpol PP di 

Kabupaten Mamuju, lebih dihuni oleh personil-personil dengan status tenaga 

kontrak, dalam arti bahwa kemampuan sebagian besar personil tersebut untuk 

mengimplementasikan tugas pokoknya apalagi melakukan implementasi 

kebijakan-kebijakan dengan tugas pokoknya masih relatifterbatas. 

Tindakan pengawasan refresif yang dilakukan oleh Satpol PP dalam 

penegakkan Keputusan Bupati mengenai jam keija, dilakukan setiap saat dalam 

arti bahwa Satpol PP memiliki program kerja secara rutin dalam mengawasi 

ketentuan penggunaanjam keija tersebut, berbagai tindakan yang dilakukan untuk 

mendisiplinkan pegawai dalam penggunaanjam keija tersebut diantaranya: 

a. Melakukan pemantauan pada tempat-tempat umum padajam keija. 

Kegiatan ini lebih dikaitkan dengan pemantauan dan pengawasan aktivitas 

pegawai pada jam keija kantor, namun berada pada tempat-tempat umum, seperti 

pasar atau warung, tanpa izin dan keterangan yang jelas. Pada berbagai kasus-

kasus yang dijumpai, maka tindakan refresif yang dilakukan Satpol PP, bilamana 

dijumpai adanya pegawai yang berada pada tempat-tempat umum pada jam 

kantor, maka langkah tindakan yang dilakukan adalah: 

1. Meminta identitas pegawai yang bersangkutan, dan meminta surat izin atau 

surat tugas dari atasan. Bilamana tidak dapat menunjukkan alasan-alasan 

43585.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



, 'I 
I I ! 

. I 

I·: l 
I I ' 

'I :1 I :1 r 

II I 
I, ' 

" ' 
,I ' 

" :1 . 

II i I ' 

li' 

81 

yang kuat dan sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku, maka Satpol 

PP dapat menyita kartu identitas (Kartu Pegawai) yang bersangkutan. 

2. Membuat laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD (Badan 

Kepegawaian Daerah) untuk memberikan untuk tindak lanjut sesuai dengan 

ketentuan prosedur yang berlaku. 

b. Melakukan identifikasi pada kegiatan-kegiatan pegawat yang berkaitan 

dengan pemanfaatan fungsi organisasi secara keseluruhan. 

Kegiatan atau aktivitas ini temtama mengidentifikasi kegiatan-kegiatan 

formal pegawai di luar kantomya, misalnya kegiatan-kegiatan pameran, atau 

adanya upacara dan perayaan, yang dimaksudkan agar pegawai tidak 

memanfaatkan kesempatan yang melebihi ketentuan yang berlaku di jajaran 

pemerintah daerah. 

Setiap kegiatan Satpol PP tentu selalu dibekali surat tugas, dan umumnya 

bekerja secara team work kedinasan, dengan sistem penugasan dalam bentuk regu, 

sehingga mereka dapat secara formal melakukan tindakan-tindakan refresif pada 

subyek dan obyek pengawasannya. 

Adanya pencitraan yang kurang memadai pada keberadaan Satpol PP 

dalam operasi-operasi dalam setiap harinya, ka:dang secara apriori diikuti oleh 

banyak kalangan tennasuk oleh pegawai negeri sipil itu sendiri, sehingga yang 

terjadi kemudian adalah menganggap rendah peranan dari Satpol PP, apalagi 

bahwa sebagian dari Satpol PP itu sendiri belum memiliki pangkat selaku pegawai 

negeri sipil. Oleh sebab itu pembekalan terhadap tugas pokok dan fungsi, temtama 

yang berkaitan dengan pemahaman aspek hukum pada tugasnya hams lebih jelas 

dan konkret, termasuk hams diatur dalam Peraturan Daerah. 
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Tabel2 
Persepsi Responden Tentang Penegakan Disiplin Pegawai 

Setelah Upaya Penegakan Disiplin oleh Satpol PP Kab. Mamuju 

Pilihan Uraian 
Jawaban 

8obot F f(%) 

A 5 32 39,02 
8 4 34 41,46 

Anda pernah menjumpai pegawai yang c 3 9 10,98 
berkeliaran di tempat umum di luar jam 

D 2 kerja 7 8,54 
E 1 0 0,00 

82 100,00 
A 5 31 37,80 
B 4 43 52,44 

Pegawai yang anda jumpai ditempat umum c 3 7 8,54 
dapat kooperatif menunjukkan dokumen 

D alasan dan identitas sebagai pegawai. 2 I 1,22 
E 1 0 0,00 

82 100,00 
A 5 39 47,56 
8 4 37 45,12 

Anda kadang diabaikan atau bahkan dicibir c 3 5 6,10 
oleh PNS yang menjadi sasaran pengawasan 
and a D 2 1 1,22 

E 1 0 0,00 
82 100,00 

A 5 28 34,15 

Menurut anda apakah ada apresiasi pegawai B 4 41 50,00 
pada upaya penegakkan disiplin kerja secara c 3 12 14,63 
keseluruhan, misalnya takut anda laporkan D 2 1 1,22 
ke atasan anda E I 0 0,00 

82 100,00 
A 5 25 30,49 
B 4 42 51,22 

Menurut anda setiap laporan anda c 3 11 13,41 
mendapat tindak lanjut dari semestinya. D 2 4 4,88 

E 1 0 0,00 
82 100,00 

A 5 24 29,27 
B 4 38 46,34 

Apakah ada pengaruh pelak:sanaan tugas c 3 14 17,07 
anda dalam pengawasan disiplin pegawai 

D 2 
terhadap disiplin pegawai. 5 6,10 

E 1 I 1,22 
82 100,00 

Jumlah 
Sumber: Has1l Pengolahan Data Kueswner, 2017 

82 

Skor 
(BobotX 

F) 

160 
136 
27 
14 
0 

337 
155 

172 
21 

2 
0 

350 
195 
148 

15 
2 
0 

360 
140 
164 
36 

2 
0 

342 
125 
168 
33 

8 
0 

334 
120 
152 
42 
10 

I 
325 

2048 
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Dari tabel tersebut jurnlah skor total jawaban responden sebesar 2048, 

untuk nilai tertinggi diberi skor 5, jika untuk nilai terendah diberi skor 1, maka: 

Nilai indeks minimum: 1 X 6 X 82 = 492 

Nilai indeks maksimum : 5 X 6 X 82 = 2460 

Range : 2460- 492 = 1968 

Dari keterangan data tersebut dapat diketahui bahwa penilaian responden 

terhadap apresiasi pegawai sanksi-sanksi disiplin kerja pegawai dalam 

penggunaan jam kerja di Kabupaten Mamuju sebesar 2048/ 2460 X 100 = 

83,25%. Ini berarti bahwa pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Mamuju, 

khususnya pada jajaran birokrasi pemerintahan, secara menyeluruh nilai 

presentase penilaiannya adalah mencapai 83,25%. Dengan demikian menurut 

responden apresiasi pegawai terhadap sanksi disiplin terhadap penggunaan jam 

kerja adalah berada pada kategori sangat baik, dalam arti bahwa pada umumnya 

pegawa1 yang ada dapat memahami akibat-akibat ketidak disiplinan dalam 

bekerja. 

Upaya peningkatan disiplin kerja pegawai, pada dasamya telah banyak 

diupayakan oleh pemerintah, bahkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah 

memuat hampir seluruh · kewajiban dan larangan bagi seorang pegawai negeri 

sipil, baik dalam lingkungan internal pekerjannya, maupun di lingkungan sosial 

masyarakatnya, seperti larangan berada di tempat-tempat yang dianggap dapat 

menurunkan martabat pegawai negeri sipil, kecuali dalam keadaan tugas khusus, 

seperti penyelidikan atau penyidikan. 
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Meskipun ada tingkat kesadaran dan disiplin dalam aparatur pegawai, 

terutama dalam menjaga komitmen penggunaan waktu kerja sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku cukup meinadai dalam menjalankan tugas-tugasnya, 

namun perlu disadari pula bahwa perilaku dan karakter manusia, kadang-kadang 

dapat dengan mudah berubah, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan 

kesempatan yang ada di depan matanya, misalnya mungkin tidak ada niat untuk 

bolos ketja atau namun karena melihat ada kesempatan dan peluang yang 

terbuka, maka hal itupun dapat saja dilakukan. Di samping itu juga ada sebagian 

pegawai memerlukan pengawasan dan pengendalian dengan ketat, terutama pada 

pegawai dengan motivasi dan moril kerja yang rendah. 

Disiplin penggunaan waktu ketja pegawai, adalah sangat penting untuk 

dilakukan, sebab justru penggunaan waktu ketjalah yang dapat memberikan 

ukuran pada ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin peketjaan dapat diselesaikan 

hila waktu yang digunakan sudah terbatas, diperparah dengan sikap pegawai yang 

seenaknya mengatur waktunya sendiri. Dapat dibayangkan hila seorang pegawai 

pada bidang tugas operator komputer, khususnya melakukan pengetikan laporan, 

yang dalam kondisi normal (beketja 1 hari dengan waktu sekitar 6-7 jam),.hanya 

mampu menyelesikan maksimal 30 halaman. Kalau itu dilakukan dengan 

memanipulasi waktu, misalnya masuk terlambat, kemudian waktu diulur -ulur lagi, 

seperti terlalu banyak santai di Kantor, jelas peketjaan penyelesaian laporan 

tersebut akan sangat terlambat. Kondisi ini sering banyak tetjadi dalam bidang-

bidang pelayanan, sehingga masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang cepat 

dan tepat, tidak dapat diterimanya. 
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Prosedur dan mekanisme kerja yang tidak dijalankan dengan disiplin, tentu 

saJa akan menimbulkan benturan-benturan, bahkan dapat menyebabkan 

terganggunya sebagian sistem kerja yang ada. Dari penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme kerja, sudah dengan jelas 

ditetapkan, bahkan telah digariskan dalam struktur organisasi. Demikian pula 

terhadap pengendaliannya, di mana pimpinan secara terns menerus melakukan 

pembinaan-pembinaan. 

Standar prosedur kerja pegawai negeri sipil merupakan pedoman dalam 

pelaksanaan tugas, dan hal ini hams diikuti dan ditaati oleh para pegawai. 

Prosedur kerja merupakan hal yang harus dijalankan oleh setiap pegawai, agar 

seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan penggarisan tata kerja orgamsast. 

Pelanggaran terhadap prosedur dan mekanisme keija, dapat menyebabkan 

kekacauan dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara menyeluruh. Salah 

satu aspek prosedur kerja yang sering mendapat kesalahan, adalah prosedur-

prosedur dalam administrasi dalam melakukan pekerjaan, sehingga ada sebagian 

pegawai kurang mentaati prinsip-prinsip dalam bekeija, karena perilaku yang 

kadang memandang hal itu tidak penting, sehingga yang terjadi kemudian adalah 

terjadinya kesalahan dalam -implementasi kegiatan, sehingga tidak hanya merusak 

sistem secara internal, akan tetapi juga merusak sistem hubungan kerja dengan 

pihak lain. 

Prosedur dan mekanisme kerja, pada dasamya telah ditetapkan dalam 

penggarisan struktur organisasi, bahkan telah diberikan petunjuk-petunjuk teknis 

mengenai pelaksanaan tugasnya, sehingga pegawai akan memahami apa tugas 

pokok mereka masing-masing, bahkan diterapkannya prinsip-prinsip manajemen, 
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seperti kesatuan tindakan, kesatuan arah, satu orang satu tugas (one man one job), 

pada dasamya setiap orang yang ada dalam organisasi birokrasi pemerintahn 

sudah selayaknya melaksanakan tata kelja sesriai dengan prosedur dan mekanisme 

yang memadai. 

Untuk mendisiplinkan kerja pegawai sebagai tindak lanjut dari peran dan 

: ,' 
' ' 

' ~ 
fungsi Satpol PP, maka terdapat tindakan-tindakan refresif yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini pembina kepegawaian 

diantaranya : 

a. Tindakan administratif 

Tindakan administratif diberikan kepada para pegawai bilamana dalam 

monitoring dan evaluasi terhadap pegawai ditemukan adanya penyimpangan 

terhadap peraturan dan prosedur kelja, terutama yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban serta lamngan bagi pegawai negeri sipil, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dengan kata lain jika 

perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh pegawai negeri sipil, maka 

pimpinan I atasannya berkewajiban melakukan · tindakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, bila pegawai yang dianggap 

melanggar ketentuan yang berlaku, maka pihak atasan atau pejabat yang 

berwewenang dapat mengambil tindakan administratifberupa : 

(1) Hukurnan disiplin ringan, berupa : 

II (a) Teguran lisan 
I! 
11 

I; 
Teguran tertulis, dan i: (b) 

, i I ',, 
' I (c) Pemyataan tidak puas secara tertulis 

(2) Hukuman disiplin sedang berupa : 
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(a) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. 

(b) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling 

lama 1 ( satu) tahun, dan 

(c) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 ( satu) tahun. 

(3) Hukuman disiplin berat berupa: 

(a) Penurunan pada pangkat yang setingk:at lebih rendah untuk paling 

lama 1 ( satu) tahun; 

(b) Pembebasan dari jabatan 

(c) Pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri 

sebagai pegawai negeri sipil, dan 

(d) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. 

b. Tindakan hukum 

Tindakan hukum adalah merupakan tindak lanjut dari pengawasan 

yang diambil, setelah hasil evaluasi menunjukkan bahwa pegawai yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran hukuman berupa pelanggaran pidana 

atau perdata. Pelanggaran pidana dapat berupa penyalahgunaan keuangan 

negara/daerah (pidana korupsi) atau melakukan tindakan-tindakan 

pelanggaran hukum secara umum, seperti pelecehan seksual, penghinaan, 

pencurian, perampokan dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan aspek 

pelanggaran hukum pidana sebagaimana diatur dengan KUHP. Sedangkan 

hukum perdata, adalah berkaitan dengan masalah persengk:etaan pegawai itu 

sendiri dengan kepentingan publik . 

. I : 

Peri ode tahun 2004 sampai dengan 2017, temyata tidak dijumpai yang 

menyangkut tindak lanjut dari pengawasan, kecuali hanya hanya yang 

I' 
I I ~ i 
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berkaitan dengan sanksi administratif kepada pegawai, itupun masih terbatas 

pada sanksi hukuman ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan 

pemyataan tidak puas dari para atasan mereka. 

Menyangkut pemberian sanksi administratif pada dasamya memiliki 

tahapan-tahapan tertentu, seperti memanggil yang bersangkutan untuk 

menghadap pada atasannya, kemudian diberi nasehat-nasehat tentang aspek-

aspek yang menyangkut pemicu ketidak disiplinan mereka dalam bekerja, 

setelah diberikan teguran secara lisan, maka dapat dilanjutkan pada teguran 

tertulis, serta selanjutnya bila pegawai yang bersangkutan tidak juga dapat 

memperbaiki kedisiplinan mereka, maka akan dilakukan pemanggilan untuk 

menyatakan kepada mereka pemyataan tidak puas dari atasan, dan bila 

hukuman ringan ini tidak juga digubris, maka atasan dapat mengajukan ke 

pejabat yang berwenang untuk dilakukan tindakan hukuman disiplin sedang 

dan berat. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia aparatur 

merupakan unsur utama yang mempunyai peranan yang sangat menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sosok 

Pegawai Negeri Sipil yang mampu memainkan peranan tersebut adalah 

pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi yang diandalkan dari sikap 

dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, 

bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggungjawabnya 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta mampu menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Adanya sikap prilaku yang disiplin kerja yang cukup memadai dari 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya, juga merupakan akumulasi dari 

usaha-usaha menanamkan disiplin kepada pegawai dengan terns melakukan 

pencerahan pada peningkatan kualifikasi kepribadian yang mencenninkan 

pada: 
' I 

h. Taqwa kepada Tuhan Maha Esa, yang mampu melaksanakan perintah-

perintah-Nya, karena yakin akan adanya balasan pahala dan dosa. 

1. Kepatuhan dinamis, yang mewajibkan setiap aparatur negara memahami 

dan menjalankan kebijakan nasional dan kebijakan umum pemerintah. 

J. Kesadaran perlunya kepatuhan dan ketaatan dengan menampilkan satunya 

antara hati dan perbuatan, agar tercipta kehidupan yang tertib yang tidak 

dipaksakan dan tidak didasarkan atas tekanan sesuatu kekuatan 

/kekuasaan. 

k. Kepatuhan yang rasional, berupa ketaatan yang dilakukan atas hasil proses 

berpikir tentang manfaatnya, terutama dalam menghadapi kehidupan yang 

akan diwarnai oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan sosial yang dinamis. 

1. Sikap mental, berupa kepatuhan dan ketaatan dengan berpihak pada setiap 

perilaku atau perbuatan baik, yang dilakukan oleh setiap warga negara 

secara perseorangan atau oleh aparatur negara, sebagai pencerminan dari 

sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bemegara. 

m. Keteladanan, baik sebagai pejabat p1mpman /atasan maupun bukan 

sehingga selalu menjadi panutan bagi bawahan dan masyarakat, antara 

' ' 
: :i I 
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lain dalam mewujudkan disiplin kedinasan dan dalam kehidupan sehari-

hari. 

n. Keberanian dan kejujuran, yang diwujudkan dalam sikap tegas, lugas dan 

I 

! I· i I 

konsekuen dalam menerapkan peraturan dan menjatuhkan sank:si. 

:I 
Meskipun ada tingkat kesadaran aparatur yang cukup memadai dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, namun perlu disadari pula bahwa prilaku dan 

karakter manusia, kadang-kadang dapat dengan mudah berubah, dan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi dan kesempatan yang ada di depan matanya, 

misalnya mungkin tidak ada niat untuk bolos kerja atau menyalahgunakan 

keuangan negara namun karena melihat ada kesempatan dan peluang yang 

terbuka, maka hal itupun dapat saja dilakukan. Di samping itu juga ada 

sebagian pegawai memerlukan pengawasan dan pengendalian dengan ketat, 

terutama pada pegawai dengan motivasi dan moril keija yang rendah. 

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP terhadap penggunaan jam keija 

oleh pegawai pada dasamya merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus, bahkan dengan melalui apel setiap pagi serta absensi keija baik 

pada jam masuk maupun jam keluar merupakan suatu langkah yang 

dimaksudkan untuk memonitoring para pegawai agar dapat melaksanakan 

tugas-tugasnya sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa 

usaha-usaha untuk memantapkan peningkatan disiplin keija pegawai, maka 

fungsi pengawasan yang dilakukan terutama melalui usaha-usaha preventif 

(apel pagi dan absensi) serta pengawasan oleh setiap atasan langsung serta 

pengawasan menyeluruh dalam penegakkan keputusan Bupati mengenai 

' I 

,, I 

43585.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 

91 

penggunaan Jam kerja merupakan langkah strategis dalam menghindari 

ketidak disiplinan kerja pegawai itu sendiri. 

!i ; 
I ' 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. lmplementasi kebijakan penegakan disiplin pegawai di Kabupaten Mamuju 

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tiga bentuk. 

Pertama yakni pengawasan atas penggunaan jam kerja, ini dilakukan untuk 

jam masuk kantor, dan jam pulang kantor. Kedua melalui monitoring dan 

identifikasi terhadap pegawai di tempat-tempat umum pada jam kerja dan 

identifikasi pegawai pada kegiatan tertentu. Ketiga melalui tindakan 

repressif, ini dilalukan terhadap pegawai yang dinilai melakukan pelanggaran 

disiplin yang serius dengan cara menyampaikannya ke pihak Inspektorat dan 

Sekreatiar Daerah Kabupaten Mamuju. 

2. Dampak dari implementasi kebijakan penegakan disiplin yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pegawai di lingkungan Kantor Bupati 

Mamuju adalah peningkatan disiplin pegawai dari kondisi yang baik menjadi 

sangat baik. 

B. Saran 

1. Untuk menjaga tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Kantor Bupati 

Mamuju, perlu lebih ditingkatkan peranan Satpol PP dalam pengawasan 

preneventif pada penggunaan jam kerja, terutama melengkapi fasilitas-
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fasilitas yang memudahkan menjalankan tugasnya, dalam membantu pegawai 
I 

mencapai tempat kerjanya secara tepat waktu. 

2. Perlu adanya ketegasan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam hal penegakkan disiplin kerja pegawai, dengan membentuk bidang 

khusus yang berfungsi untuk menyidik dari pelanggaran disiplin kerja 

pegawai negeri sipil, sebagai tindak lanjut pengawasan refresif 
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KUESIONER 

PENGANTAR 
Daftar pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data guna 

melengkapi bahan penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan Studi Pada Program Magister di Universitas Terbuka. 

Di bawah ini tersedia beberapa pertanyaan dan. sekaligus beberapa 
kemungkinan jawabannya. Cara mengerjakannya adalah dengan memberikan 
tanda silang (X) pada huruf salah satu jawaban yang tersedia yang menurut 
anggapan anda paling sesuai dengan diri anda. Jawaban-jawaban anda itu akan 
kami rahasiakan. Oleh karena itu, berilahjawaban yang sejujur-jujumya. 

Atas kesediaan anda memberi jawaban, tak lupa diucapkan terima kasih. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Lengkap: 
2. Tempat I Tanggal Lahir 
3. Jabatan 
4. Pendidikan Terakhir 

PERTANYAAN-PERTANYAAN 

a. Implementasi kebijakan disiplin ASN di Kabupaten Mamuju adalah 

pelaksanaan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Peraturan Bupati 

Mamuju Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Mamuju Nomor 3 Tahun 2008. 

b. Kewajiban ASN adalah adalah dijalankannya seluruh kewajiban ASN yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

c. Larangan ASN adalah adalah ditaatinya seluruh larangan ASN yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

d. Hak ASN adalah adalah diperolehnya hak-hak ASN yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
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Implementasi Kebijakan Disiplin 

1. Bagaimana pendapat anda tentang 
Negara? 

Peraturan Disiplin Aparatur Sipil 

a. Sangat dipahami oleh setiap ASN 
b. Dipahami semua ASN 
C. Cukup dipahami ASN 
d. Kurang diphamai ASN 
e. Sangat kurang dipahami ASN 

2. Pelaksanaan Peraturan Disiplin ASN, juga terdapat Peraturan Bupati 
bagaimana menurut anda, apakah sejalan dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang ada ? 
a. Sangat sejalan 
b. Sejalan 
c. Cukup sejalan 
d. Kurang sejalan 
e. Sangat kurang sejalan 

.., 
Menurut anda Peraturan Disiplin keija yang ada apakah sudah cukup :>. 

dalam menegakkan disiplin ASN? 
a. Sangat memadai 
b. Memadai 
c. Cukup memadai 
d. Kurang memadai 
e. Sangat kurang memadai 

4. Bagaimana menurut anda tingkat disiplin keija ASN setelah adanya 
Peraturan Perundang-Undangan disiplin Aparatur Sipil Negara? 
a. Sangat disiplin 
b. Disiplin 
c. Cukup disiplin 
d. Kurang disiplin 
e. Sangat kurang disiplin 

5. Bagaimana menurut anda terhadap penerapan Peraturan Disiplin Aparatur 
Sipil Negara ? 
a. Sangat ditaati 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat ditaati 

Kewajiban ASN 

6. Dalam Peraturan Disiplin ASN terdapat ketentuan kewajiban bagi ASN 
Bagaimana menurut anda? 
a. Sangat dipahami oleh setiap ASN 
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b. Dipahami semua ASN 
c. Cukup dipahami ASN 
d. Kurang diphamai ASN 
e. Sangat kurang dipahami ASN 

7. Menurut anda kewajiban ASN dalam Peraturan Peraturan Disiplin ASN, 
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ? 
a. Sangat ditaati ASN 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat kurang ditaati 

8. Menurut anda ketentuan kewajiban ASN telah memadai untuk mendorong 
disiplin kerja ASN? 
a. Sangat memadai 
b. Memadai 
c. Cukup memadai 
d. Kurang memadai 
e. Sangat kurang memadai 

9. Bagaimana menurut anda motivasi disiplin kerja ASN dalam perspektif 
kewajiban di dalam Peraturan Perundang-Undangan disiplin Aparatur 
Sipil Negara ? 
a. Sangat mengikat 
b. Mengikat 
c. Cukup mengikat 
d. Kurang mengikat 
e. Sangat kurang mengikat 

10. Bagaimana menurut anda terhadap ketaatan ASN dalam menjalankan 
kewajibannya sebagai ASN? 
a. Sangat ditaati 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat ditaati 

C. Larangan ASN 

11. Dalam Peraturan Disiplin ASN terdapat ketentuan larangan bagi ASN 
Bagaimana menurut anda? 
a. Sangat dipahami oleh setiap ASN 
b. Dipahami semua ASN 
c. Cukup dipahami ASN 
d. Kurang diphamai ASN 
e. Sangat kurang dipahami ASN 

12. Menurut anda larangan ASN dalam Peraturan Peraturan Disiplin ASN, 
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya ? 
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a. Sangat ditaati ASN 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat kurang ditaati 

13. Menurut anda ketentuan larangan ASN telah memadai untuk mendorong 
disiplin ke:tja ASN? 
a. Sangat memadai 
b. Memadai 
c. Cukup memadai 
d. Kurang memadai 
e. Sangat kurang memadai 

14. Bagaimana menurut anda motivasi disiplin ke:tja ASN dalam perspektif 
larangan di dalam Peraturan Perundang-Undangan disiplin Aparatur Sipil 
Negara? 
a. Sangat mengikat 
b. Mengikat 
c. Cukup mengikat 
d. Kurang mengikat 
e. Sangat kurang mengikat 

15. Bagaimana menurut anda terhadap ketaatan ASN dalam menjalankan 
kewajibannya sebagai ASN? 
a. Sangat ditaati 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat ditaati 

D. HakASN 

16. Dalam Peraturan Disiplin ASN terdapat ketentuan hak bagi ASN 
Bagaimana menurut anda? 
a. Sangat dipahami oleh setiap ASN 
b. Dipahami semua ASN 
c. Cukup dipahami ASN 
d. Kurang diphamai ASN 
e. Sangat kurang dipahami ASN 

17. Menurut anda hak-hak ASN dalam Peraturan Peraturan Disiplin ASN, 
te1ah dilaksanakan sebagaimana mestinya ? 
a. Sangat dapat dipenuhi 
b. Dipenuhi 
c. Cukup dipenuhi 
d. Kurang dipenuhi 
e. Sangat tidak dipenuhi 
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18. Menurut anda ketentuan hak ASN telah memadai untuk mendorong 
disiplin kerja ASN? 
a. Sangat memadai 
b. Memadai 
c. Cukup memadai 
d. Kurang memadai 
e. Sangat kurang memadai 

19. Bagaimana menurut anda motivasi disiplin kerja ASN dalam perspektif 
hak ASN di dalam Peraturan Perundang-Undangan disiplin Aparatur Sipil 
Negara? 
a. Sangat mengikat 
b. Mengikat 
c. Cukup mengikat 
d. Kurang mengikat 
e. Sangat kurang mengikat 

20. Bagaimana menurut anda terhadap ketaatan ASN dalam menjalankan hak­
haknya sebagai ASN? 
a. Sangat ditaati 
b. Ditaati 
c. Cukup ditaati 
d. Kurang ditaati 
e. Sangat ditaati 

Peneliti 

MUH IRSY AN MUKHTAR 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut anda, apakah Peraturan Perundang tentang disiplin ASN 
telah sesuai dengan kebutuhan dalam mendisiplin ASN dalam 
bekerja? 

2. Dalam kenyataannya bahwa pelaksanaan tugas pokok ASN masih 
ada hanya takut pada peraturan, dan cendwerung hanya 
melakanakan kewajibannya. Bagaimana menurut anda? 

3. Apakah menurut anda implementasi peraturan disiplin ASN telah 
dijalankan sesuai harapan ? 
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4. Dari implementasi peraturan disiplin ASN, apakah berpengaruh 
terhadap motivasi disiplin kerja ASN ? 

104 

5. Bagaimana menurut anda penerapan sanksi terhadap pelanggaran 
larangan dan kewajiban ASN di Kabupaten Mamuju? 

6. Secara keseluruhan bagaimana menurut bapak tentang penerapan 
peraturan disiplin ASN ? 

Mamuju, 2018 

Peneliti 

MUH IRSYAN MUKHTAR 
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